WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALQO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR ¢ TAHUN 2025

TENTANG 7/
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan,

~
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merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang

i telah disepakati Pemenerintah Daerah dan DPRD;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4616);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Molecean NN
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025




-6 -

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

n| 6| ee|8f

1. Pendapatan

a. semula Rp. 1.116.944.908.905,00
b.  bertambah/berkurang Rp. (10.439.627.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.106.505.281.905,00
2. Belanja:
a. semula Rp. 1.084.712.015.755,00
b. bertambah/berkurang Rp. (9.245.995.917,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.075.466.019.838,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 31.039.262.067,00
3. Pembiayaan :
1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 12.400.000.000,00
b. bertambah/berkurang Rp. (163.891.810,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 12.236.108.190,00
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2. Pengeluaran pembiayaan
a. semula
b. bertambah/berkurang

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
a. semula
b. bertambah/berkurang
Jumlah penerimaan setelah perubahan
b. Pendapatan transfer
a. semula
b. bertambah/berkurang

Jumlah dana transfer setelah perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

44.632.893.150,00
(1.357.522.893,00)

43.275.370.257,00
(31.039.262.067,00)

0,00

.118.741.350.055,00

364.506.051.148,00
18.314.541.514,00
382.820.592.662,00

730.724.316.243,00
(13.665.627.000,00)
717.058.689.243,00
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf ¢

a. semula Rp.
b. bertambah/berkurang Rp.
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan Rp.

21.714.541.514,00
(15.088.541.514,00)

6.626.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

a. semula Rp.
b. bertambah /berkurang Rp.
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.

b. Retribusi Daerah

a. semula Rp.
b. bertambah /berkurang Rp.
Jumlah retribusi setelah perubahan Rp.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. semula Rp.
b. bertambah /berkurang Rp.
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan Rp.

116.404.000.000,00
0,00

116.404.000.000,00

238.243.190.500,00
6.600.000.000,00

244.843.190.500,00

5.500.000.000,00
0,00

5.500.000.000,00




d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
a. semula

b. bertambah/berkurang

Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a. semula
b. bertambah/berkurang
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan
b. Pendapatan Transfer antar Daerah
a. semula
b. bertambah /berkurang
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan
(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
a. Pendapatan Hibah
—

a. semula

b. bertambah/berkurang

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

AR

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.358.860.648,00

11.714.541.514,00
16.073.402.162,00

696.751.300.000,00
(13.665.627.000,00)

683.085.673.000,00

33.973.016.243,00
0,00

33.973.016.243,00

0,00
626.000.000,00

626.000.000,00
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b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
a. semula
b. bertambah /berkurang
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan setelah perubahan
Pasal 3
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Operasi
semula
bertambah /berkurang
Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan
b. Belanja Modal
semula
bertambah /berkurang

Jumlah belanja Modal setelah Perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.714.541.514,00

(15.714.541.514,00)

6.000.000.000,00

1.001.604.102.013,00
(13.697.366.019,00)

987.906.735.994,00

78.407.913.742,00
(20.962.689,00)

78.386.951.053,00
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c. Belanja Tidak terduga
semula
bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan
d. Belanja Transfer
semula
bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan
(2) Belanja Operasi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:
a. Belanja Pegawali
semula
bertambah /berkurang
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan
b. Belanja Barang dan Jasa
semula
bertambah /berkurang

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

Rp.
Rp.
Rp.

3.500.000.000,00
5.072.332.791,00

8.572.332.791,00

1.200.000.000,00
(600.000.000,00)
600.000.000,00

503.666.410.098,56
(18.878.826.495,60)

484.787.583.602,96

489.149.381.471,44
(1.165.129.436,60)
490.314.510.908,04
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c. Belanja Hibah
semula

bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial
semula

bertambah /berkuran

(3) Belanja Modal sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:
a.. Belanja Modal tanah
semula
bertambah /berkurang
Jumlah belanja Modal Tanah setelah Perubahan
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
semula
bertambah/berkurang

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan

Rp.

Rp.

6.538.995.443,00

3.435.231.040,00
9.974.226.483,00

2.249.315.000,00

581.100.000,00
2.830.415.000.00

S S I L 3

5.000.000,00
204,00

5.000.204,00
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Belanja Modal gedung dan Bangunan
semula

bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

semula
bertambah /berkurang
Jumlah Relanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan

Belanja Modal Aset tetap lainnya
semula

bertambah/berkurang
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan

Belanja Modal Aset lainnya

semula

bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah Perubahan

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 huruf C

a. Belanja Tidak Terduga

semulia

19.968.882.413,00

2.840.915,00
19.966.041.498,00

17.517.263.537,00

(3.222.829.815,00)

14,204 433.722,00

1.900.226.666,00

63.674.000,00
1.963.900.666,00

0,00

50.000.000,00
50.000.000,00
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bertambah /berkurang
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf d
a. Belanja Bantuan Keuangan
semula
bertambah /berkurang
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah

1). Semula

2). Bertambah /berkurang

Jumlah penerimaan setelah perubahan
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah

1). Semula

2). Bertambah /berkurang

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp.

Rp

Rp.

Rp.

5.072.332.791,00

8.572.332.791,00

1.200.000.000,00
(600.000.000,00)

600.000.000,00

12.400.000.000,00
(163.891.810,00)

12.236.108.190,00

44.632.893.150,00
(1.357.522.893,00)
43.275.370.257,00
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(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
1). Semula
2). Bertambah /berkurang

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1). Semula
2). Bertambah /(berkurang).
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
setelah perubahan

c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah
1). Semula
2). Bertambah/(berkurang)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.400.000.000,00
(163.891.810,00)

12.236.108.190,00

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

42.632.893.150,00

(1.357.522.893,00)

41.275.370.257,00
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Pasal 5

(1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
dilakukan sebelum dan atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas

Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Kondisi darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (2 Jmeliputi ;
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.
(4) Kondisi mendesak sebagiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

/ b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

PN

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat

Peraturan Perundang-undangan; dan / atau
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d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan
/atau masyarakat;

(5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Perdapatan

Aan Ralanin S P . -
Qan zeianja
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Daerah, jika Pergeseran

(g

ersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam
Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;

3. Lampiran 111 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan
Tahun Anggaran 2025;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil

dan Sub Kegiatan beserta sub keluaran kota gorontalo Tahun Anggaran 2025;




5. Lampiran

6. Lampiran
7. Lampiran

8. Lampiran

9. Lampiran

10. Lampiran

11 Lampiran

VI

VII

VIII

IX

XI
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Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas

»

Kabupaten /Kota Tahun Anggarar
Daftar Jumlah pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2025;

Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan.

V—W—ié Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

=

/
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo
gtember 2025
| KOTA GORONTALO,

pada tanggal, 8
SEKRETARIS D/

. 1

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 4.

&

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 geptember 2025

SN

ADHAN DAMBEA

/ WALI KOTA WTALO
/

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (4/20/2025)




Lampiran|.  Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025

Tanggal : 8 Seplember 2025
KOTA GORONTALO
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025
JUMLAH (Rp) ]
KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 n
4 PENDAPATAN DAERAH N
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 364.506.051.148,20 382.820.592.662,00 ‘[3.314.541.514.0;
4.1|.01 Pajak Daerah 116.404.000.000,20 116.404.000.000,00 ‘ D.OEJ_.
4.1.02 Retribusi Daerah 238,243.190.500,00 244.843.190.500,00 B.BGU.UOU.OD0.0D—
4.1,03 Hasil Pengelolaan Kek.iyaan Daerah yang Dipisahkan 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0.03—
4.1,04 Lain-lain PAD yang Sah 4.358.860.648,00 16.073.402.162,00 11.714.541 .51 4.00_
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 730.724.316.243,00 717.058.689.243,00 -1 3.’65.627.000,00_
4.2101 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 696.751.300.000,00 683.085.673.000,00 -13.&65.627.000.0]
4.2|02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 33.973.016.243,00 33.973.016.243,00 0.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 21.714.541.514,00 6.626.000.000,00 -15.088.541 .514.00_
4.301 Pendapatan Hibah 0,00 626.000.000,00 626.000.000.0)
43003 bfﬁ;ﬂ:;mmﬂ';’:nses“‘ dengen nurivan Pectiaen 21.714.541,514,00 6.000,000.000,00 -15.114.541.514,00
Jumlah Pendapatan 1.116.944.908.905,00 1.106.505.281.905,00 -10.439.827.000.00:‘
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.001.604.102.013,00 987.906.735.994,00 -13.697.366,01 Q.Dl)ﬁ
5.1.01 Belanja Pegawai 503.666.410.098,£6 484.787.583.602.96 -18.878.826.495 60
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.149.381.471 .44 490.314.510.908,04 1.165.129.436.%_
5.1.05 Belanja Hibah 6.538.995.443,C0 9.974.226.483,00 3.435.231,040,00
5,1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.249.315.000,C0 2.830.415,000,00 581 ,100,000,0“7
5.2 BELANJA MODAL 78.407,913.742,00 78.386.951.053,00 -20.962.889.0[:
52.p1 Belanja Modal Tanah 5,000.000,00 5,000.204.00 204,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.016.541.126,00 42.107.574.963.00 - 3.091.033.837.00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.968.882.413,00 19.966.041,498.00 o -2.&40.91;,;&7
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.517.263.537,00 14.294.433.722 00 -32‘22.8'29.81 5,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.900.226.666,00 1.963.900.666,00 63.674.000.0C
5.2.06 Belanja Modal Aset Lair nya 0,00 50.000.000,00 50.000,000.0¢
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500.000.000,00 8.572.332.781,00 5.072.332,791,0C
53.01 Belanja Tidak Terduga n 3.500.000.000.00 8.572.332.791,00 5.072.332.791 ,QC_
5.4 BELANJA TRANSFER 1.200.000.000,00 600.000.000,00 -600.000.000.0& i
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 1.200.000.000,03 600.000.000,00 -600.000.000,0C
Jumlah Belanja 1.084.712.015.755,00 1.075.466.019.838,00 -9.245.995.917.00_
‘ Total Surplus/(Defisit) 32,232,893.150,00 31.039.262.067,00 7 -1.193.631.083,00 i
6 PEMBIAYAAN DAEITAH- B
6.1 PENERIMAAN PEMBI2YAAN 12.400.000.000,02 12.236.108.190,00 -163.891.810,00 1
b=t
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JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5 a
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12.400.000.000,00 12.236.108.190,00 -j“i63,891 .810.(0_
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44,632.893.150,00 43.275.370.257,00 -1 %57.522.893.(0
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 ‘ 0.0
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 42.632,893.150,00 41,275.370.257,00 -1 ,LBS?.SB&&QG,CE

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.632.893.150,00 43.275.370.257,00 -1.357.522.893,00
Pembiayaan Netto -32.232.893.150,00 -31.039.262.067,00 1.193.631.083,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaay Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0.0
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Lampiran Il

Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025
Belanja
Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumiah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah h

URUSAN PEMERINTAHAN
5 WAJIB YANG BERKAITAN | .

R e e Al 525.000.00000 |  244.839.541.514.00 |  655.223,134.837.00 | 656.847.414.205,00 | 54.849.933.258,00 | 51.172.708.000.00 0,00 0.00 0.00 000 | 710.073.068.095.00 |  708.020.122.205.00 -2.052.945.890,00

DASAR
1o oA FEMERINTALAN 275.000.000.00 275.000.000.00 |  236.797.841.707,00 | 226.207.181.778.00 | 9.846.502.484,00 | 16.158.010.706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 246.644344.191.00 | 242.365192.484,00 -4.279.151.707,00
i | 01| 1.01.222000020000 | Dinas Pendidian 275.000.000,00 275.000.000.00 |  236.797.841.707,00 | 226.207.181.778,00 | 9.846.502484.00 | 16.158.010.706,00 0,00 0.00 0.00 000 | 2465443219100 |  242.365.192.484,00 -4.279.151.707,00
1|02 DUSANPEMERINTAMAN | 210.540500.00000 | 237.055.041.514.00 |  369.662.772.006,00 | 378.596.190.169.00 | 25.203.884.157.00 | 1.139.934.452.00 0.00 0.00 0.00 000 | 394.866.656.163,00 | 397.736.124.621.00 2.869.468.458,00
1| 62 [ 1.021.02.1.02.02.0000 | Dinas Kesehatan 1632.500.000,00 532.500.000.00 |  152.043.224.928,00 | 148.087.327.267,00 | 2573.142.599.00 | 1.589.464.899,00 0,00 0,00 0,00 000 | 154616.367.527,00 | 149.776.782.166,00 -4.839.575.361,00
1| 02 | 1.021.02.1.0202.0001 | Puskesmas Piolodaa 0,00 99323197100 |  1.312.463.02100 | 1.420.666.021,00 | 10742680000 |  94.916.800,00 0,00 0,00 0,00 000 |  1.419.869.82100 | 151558282100 95.693.000,00
t |02 | 1.02.1.02.1.02.02.0002 | Puskesmas Kota Timur 000 | 145604871600 | 192315498000 | 2012.939.48000 | 5261650000 |  60.644.500,00 0.00 0.00 0,00 000| 197577148000 | 207358098000 97.812.500.00
1 | 02 | 1.021.021.02.02.0003 | Puskesmas Kota Barat 000 | 108943584500 | 137686114500 | 1.533.253.19500 |  118.082.500.00 |  75.525.700.00 0.00 0.00 0.00 000 | 14949364500 |  1.608.778.89500 113.835.250.00
1|02 | 1.02102.1.02.02.0004 | Puskesmas Kota Tengah 000 | 177472060700 |  2093770.227.00 | 2309.391.827.00 |  127.453.700.00 |  109.187.000,00 0,00 0,00 0.00 000 | 222122382700  2418578.927,00 197.355.000,00
1 [ 02 [ 1.02.1,02.1.02 02.0005 | Puskesmas Dungingi 0.00 1435.179.696,00 |  1.776.606617.00 | 187644348000 | 15791127500 | 15791041200 0.00 0,00 0,00 000| 183451789200 |  2.034.353.882.00 99.836,000,00
1|02 | 1.02.1.02.1.02.02.0006 | Puskesmas Kota Utara 0.00 147726436600 | 1880.856.681,00 | 2.014.01820600 |  50.776925.00  58.552.400.00 0,00 0,00 0.00 000 | 193164360600 |  2.072.570.606.00 140.927.000.00
1| 02 [ 1.02.1.02.1.02.02.0007 | Puskesmas Kota Selatan 0.00 133533366900 | 1677.460.06200 | 175622642000 |  117.446207.00 |  112.436.849.00 0.00 0.00 0.00 000| 175490626300 |  1.870.663.269.00 75.757.000.00
1|02 | 102.1.02.1.02.02.0008 | Puskesmas Dumbo Raya 0,00 109102774100 | 155200841100 | 160629836100 | 7672320000  91.308.100.00 0.00 0.00 0.00 000| 162873161100  1697.607.461,00 58.875.850,00
1|02 | 1.02.1.02.1.02.02.0008 | Puskesmas Hulonthalangi 0.00 1.039.11851000 | 1.379.627.06000 | 1.509.688.26000 |  123.754.100.00 |  95.200.300,00 0,00 0,00 0.00 000| 150338116000 |  1604.888.560,00 101,507.400,00
1|02 | 1.021.02.1.02.02.0010 | Puskesmas Sipatana 0,00 111230029300 | 146215213500 | 157055313500 |  80.130.968.00 |  80.130.966.00 0.00 0,00 0.00 000 154228310300 |  1.650.684.103,00 108.401.000.00
1102 | 1.02.1.02.102,02.0011 | Rumah Sakit Aloei Saboei 172400.000.000.00 |  176.000.000.000.00 |  156.486.766.926,00 | 164.715.373.019.00 | 18.472.233.074,00 | 15.352.476.793,00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 175.956.000.000.00 | 180.067.849.812.00 4.108.849.812,00
1 lez | 1.021.02.1.0202.0012 | RSUD Otanana 45.608.000.00000 |  46.60B.000.000,00 |  44.697.809.813,00 | 48.182.011.398,00 | 2.146.186.309,00 | 1.162.178.731.00 0.00 0.00 0.00 000 4684399612200 |  49.344.190.128,00 2.500.94.007.00

URUSAN PEMERINTAHAN
v |oa EIDANC PEKEIANN 620450000000 | 620450000000 | 1441161455500 | 16.785.461684,00 | 18.567.263.537,00 | 15.485.546.722,00 0.00 0.00 0.00 000| 3297887809300 |  32.271.008.406.00 707.869.687.00

UMUM DAN PENATAAN : , j ;

RUANG
] 03[ 1030,00.00001.0000 | F1%6 Tenctian it e 6.204500.00000 |  6204.500.00000 |  14.411.614.556.00 | 16.785.461.684,00 | 18.567.263.587,00 | 15.485.545 722,00 0.00 0.00 0.00 000 32978.878.093.00 |  32.271.008.406.00 -707.869.687.00

URUSAN PEMERINTAHAN
1| o4 BIDANG PERUMAHAN DAN 405.000.000,00 405.000.000.00 |  10.673.352.98100 | B.770.085.081,00 |  988.713.680,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 11662076.661.00|  8.70.086.081.00 2.891,990.580.00

| KAWASAN PERMUKIMAN
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Belanja
Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumiah Sebelum Jumiah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebel Sesud: Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
8 |01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 g:ﬁ;: Kesatan Cangsa.can 0,00 0.00 4.810.534.784.00 |  5.608.459.180.00 275.170.800,00 25.139.800,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.085.705.584 00 5.633.598,980,00 547.893.396.00
TOTAL 1.116.944.908.905,00 | 1.106.505.281.905,00 | 1.001.604.102.013,00 | 987.906.735.994,00 | 78.407.913.742,00 | 76.386.951.053,00 | 3.500.000.000,00 | 8.572.332.791,00 | 1.200.000.000,00 | 600.000.000,00 | 1.084.712.015.755,00  1.075.466.019.838,00 -9.245,995.917,00
WALI KOTA GORONTAL
/’

ADHAN DAMBEA
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Lampiran Il :

KOTA GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYYAAN

Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

TAHUN ANGGARAN 2025
PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH
'KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
T
4 PENDAPATAN DAERAH 1.1 16.944.908.905,8 1.106.505.281.905.8
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 364.506.051.148,00 | 382.820.592.662,00
4.1.01 Pajak Daerah 116.404.000.000,00 116.404.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 238.243.190.500,00 | 244.843.190.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.03 yang Dipisahkan 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
|
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.358.860.648,00 16.073.402.162,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 730.724.316.243,00 | 717.058.689.243,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 696.751.300.000,00 | 683.085.673.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 33.973.016.243.00 33.973.016.243,00
43 i THLAINFENOARRTANDAERAHIYANG |  piztaisaiSia06 |  6408.000.006,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 626.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
R Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1714 21400 BA00L000.00
BELANJA DAERAH
Wrusan .
fomeririahan .1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

¢

Drganisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan

L

Jnit Orgznisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan

F

rogram

:1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAMN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

ndikator Hasil

. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah

H

(egiatan

:1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

hdikator Keluaran

. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah

$ub Kegiatan

:1.01.01,2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ndikator Keluaran

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

0,00

0,00

$ub Kegiatan

:1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

ndikator Keluaran

: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi P2nyusunan Dokumen RKA-SKPD

'rrj; D11

i3




JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
B.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.057.600,00 14,057.600,00

Sub Kegiatan

: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Inte ijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ndikator Keluaran

- Jumlah Laporan Hasil Monitering, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasllitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangar an Konflik di Daerah

Jatuh Tempo

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Eelanja Barang dan Jasa 48.894.000,00 58.394.000,00
Sub Kegiatan :8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpnan Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BEI.ANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Eielanja Barang dan Jasa 368.160.000,00 727.320.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 12.400.000.000,00 12.236.108.190,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.01 Sebelumnya 12.400.000.000,00 12.236.108.190,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.632.893.150,00 43.275.370.257,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
6.2.03 Pembayaran Cicitan Pokok Utang yang 42.632.893.150,00 |  41.275.370.257,00

WALI KOTA GORC'NTALOT
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Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomar : 04 Tahun 2025
.
Tanggal : 8 September 2025
UARAN
KOTA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2025
Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
Urusan / Bidang Urusan / Pagu Indikatit Belanja (Rp)
Kode Program | Kegiatan / Sub M"’""'s::"x:" l’ K"n""" d
Kegiatan Target Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total
Sumber Dana
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 3 4 5 7 10 " 12 13 14 15 16
Dinas. Pendidikan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
1.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN layanan penunjang urusan 100 Persen
DAERAH KABUPATEN/KOTA pemenntahan dasrah
Perencanaan, Penganggaran, Jumiah Dokumen Perancanaan, 15
1.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkal penganggaran dan Evaluasi Bokurman
Daerah perangkat daerah
Penyusunan Dokumen
LR R00) Perancanaan Perangkat Daerah
il okumen Perencanean | 4 Dakumen 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 0.00 000 000
Koardinas: dan Penyusunan
oLz aneR Dokumen AKA.SKPO
Jutriah Dokumen RKA-SKPD dan
pmuTu:: ik OBk o 0.0 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00
AKA-SKPD
Koordinas dan Penyusunan
1.01.01.2.01.0003 Dokumen Perubahan AKA SKPD
Jumiah Dokumen Parubahan
Ok SiPD den Lapoun P || 9Dk 000 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Perubahan RKA-SKPD
1.01.01.2.01.0004
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
mﬂ:::‘g:m::“ 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penvusunan
HDNBHRD Perubanan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
B PR o | 1 Ddkumar 0.00 0.00 000 000 000 0,00 000 0.00 0.00 000 | -
Perubahan DPA-SKPD
Koordinas: dan Penyusunan
1.01.01.2.01 0008 Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Iimiah | annran Capaan Kinaria
dan Ikhtisar Aealisasi Kinara
P
e o apocan | ¢ Laporan 0.0 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 000 000
Capaan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinena SKPD
A AR Evaluasi Kinarja Peranghat
1.01.01.2.21.000 s
e Laporan Evahias Mntri | 1 apiran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 | -
Kevangan Perangxat | Caxupan Layanan Administrasi | — — S
—10T012:0; oo e 190 Persen — = —
TOT0TZ02.0007 I e -




Urusan / Bidang Urusan /

Program / Keglatan / Sub mwm:m Kaglatan ¢
Kegiatan Target Operasi Modal Tidak Terduga Transter Total
T Sumber Dana
Sebelum Sesudah Sebeium Sesuaah sepetum Sesugen Sevewm Susudain Sebutuin Sesudah
3 4 5 6 ¥ 8 9 10 n 12 1 14 15 16

Jumiah Dokumen Hasil

;“m"n‘“m"“u:,‘;::‘m Koordinas: || ¢ poyumen 368,160,000.00 727.320.000.00 000 0,00 000 0.00 0.00 000 368,160,000 00 ol ol oy
Kabupaten Kot

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA




Lampiran V :

KOTA GORONTALO

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2025
“Tanggal : B Seplember 2025

Kelompok Belanja
Jumlah
Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
i PELAYANAN UMUM

- 190.782.312.6 | 184.717.970. 190.782.312.6 | 184.717.970.0
1 |ot |1 |01 | Pendidikan o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i el
316.915.093.1 | 336.682.976. | 18.149.392.9 | 12.935.295.8 335.064.486.1 | 349.618.272.7
L9 T |2 ) wesshatsn 93,00 878,00 97,00 53,00 0,00 Qs 0.00 000 90,00 31,00
Pekerjaan Umum dan 9.010.216.456, | 10.508.779.5 62.971.000,0 9.010.216.456, | 10.571.750.55
11911 |93 penataan Ruang 00 56.00 2:00 0 L o 0. .80 00 6.00
Perumahan Rakyat dan 3.719.987.781, | 3.629.535.83 | 988.713.680, 4.708.701.461, | 3.629.535.836,
1 (0111 [04 ] 1awasan Permukiman 00 6.00 00 Qa0 i o 0.80 .00 00 00

Ketenteraman dan Ketertiban
¢ [ion |t |68 | Ormmests Pefiden 14.029.803.(1)3 17,108.2;'763 43.739.400,3 125.255.9%% 0.00 0.00 o i 14.073.543.33 17.233.943.88
Masyarakat J ; ! '
. 5.176.264.409, | 4.999.667.33 | 199.830.000, | 257.448.020, 5.376.094.409, | 5.257.115.355,
1 |ot|1 |06 | Sosil -~ e - o 0,00 0,00 0,00 0,00 - it
i Lot |2 | o7 | TenagaKera 5.064.672.546, | 5.180.572.93 0.00 0.00 0.00 o 6 000 | 5264672546, | 5.180.572.831,
00 1,00 00 00
Pemberdayaan Perempuan | 4.765.089.718, | 4.667.956.18 | 122.262.900, | 131.967.100, 4.887.352.618, | 4.799.923.287.
110112 |08 4an Perlindungan Anak 00 7,00 00 00 R 0.0 R0 0.00 00 00
4.088.936.178, | 4.003.061.63 4.088.936.178, | 4.003.061.639,
1 |01 |2 |09 | Pangan o 500 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 N ot
‘ . 6.703.830.120, | 6.202.401.95 | 61.274.300,0 | 43.698.000,0 6.765.104.420, | 6.246.099.956,
1 |01 |2 |11 | Lingkungan Hidup o i . 4 0,00 0,00 0,00 0,00 o i
Kependudukan dan 4.715.493.425, | 4.142.510.80 | 297.045.800, | 84.267.700,0 5.012.539.225, | 4.226.778.508,
11012 (12 porcatatan Sipil 00 8,00 00 0 G Bt BAR 00 00 00
| Pemberdayaan Masyarakat | 349.999.500,0 | 190.195.100, 349.999.500.0 | 190.195.100,0
+—ot-e—{ia-{ Lomoed . — 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 - .




Kelompok Belanja

Jumlah
Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
10 | 2 23 | Perpustakaan 196.243.575,0 | 196.243.575, | 103.756.425, | 103.756.425, 0.00 0.00 0.00 0.00 300.000.000,0 | 300.000.000,0
0 00 00 00 0 0
PERLINDUNGAN SOSIAL
; 2.662.011.040, | 2.405.689.80 2.662.011.040, | 2.412.192.000,
1 06 | Sosial 00 0.00 0,00 | 6.502.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00
Pemberdayaan Perempuan 1.029.810.800, | 909.395.000, 1.029.810.800, | 909.395.000,0
112 1 98 | gan Perlindungan Anak 00 00 0.0 g.00 0.00 0,00 0,00 0,00 00 0
TOTAL 1.001.604.102. | 987.906.735. | 78.407.913.7 | 78.386.951.0 | 3.500.000.0 | 8.572.332.7 | 1.200.000.0 | 600.000.0 | 1.084.712.015. | 1.075.466.019.
013,00 994,00 42,00 53,00 00,00 91,00 00,00 00,00 755,00 838,00
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Lampiran VI :

Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025
Alokasi Anggaran (Rp)
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan
Sebelum Sesudah
|1 2 3 4 5
A SPM Bidang Pendidikan

1 Angka Partisipasi Scekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan 0,00 0,00
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru 831.182.000,00 165.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Cidik 0,00 0,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Jidik 100.000.000,00 100.000.000,00
PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD T, G00.000,00 627 370.000,09
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas :
Sekolah 0,00 442.500.000,00
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 25.000.700,00 19.848.700,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan e 173.736.70D,09
Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00
Pemberian layanan pendampingan bagi
satuan pendidikan untuk pencegahan 30.000.400,00 25.913.400,00
perundungan, kekerasan, dan intole-ansi
Pembinaan Kelembagaan dan Manzjemen
Sekolah Nonformal/Kesetaraan 94470.400,00 119.333.400,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta 0.00 0.00
Didik Nonformal / Kesetaraan : 1
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan 0,00 0.0p
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi ‘
Peserta Didik 54.670.700,00 54.670.700,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah 0,00 0,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 531.310.000.0 102.695.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 199.665.000,00 842.207.282,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sokelah Dasar 500.000.000,00 440.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 600.000.000.00 1.418.880.000,00

Sekolah

Total

4.247.990.100.00

4.532.155.182,00




Alokasi Anggaran (Rp)

No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan 14.309.000,0C 13.461.300,00
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancamar
Bencana)
Total 14.309.000,0C 13.461.300,00
2. Pelayanan Pencegahan dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 43.843.800,00 29.625.300,00
Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap 0,00 0,00
Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi
Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00
Total 243.843.800,00 29.625.300,00
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 124.325.000,00 180.575.000,00
KKorban Bencana Korban Bencana Kabupaten/Kota
Total 124.325.000,00 180.575.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 382.477.800,00 223.661.600,00
F SPM Bidang Sosial T
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 24.999.700,00 20.923.605,00
Jisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Spiritual, dan Sosial
-anjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta MHEL 11.663.900,0
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 6.489.800,00 2.406.600,00
Pemberian Layanan Kedaruratan 3.469.700,00 3.219.700,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Kzluarga 38.815.000,00 29.225.000,00
Penyediaan Alat Bantu 24.999.700,00 6.502.200,00
Penyediaan Permakanan 553.674.800,00 543.155.000,00

Penyediaan Sandang

74.741.000,00

51.427.700,00

2. Perlindungan dan jaminan sosial pada
saat dan setelah taiggap darurat
bencana bagi korban bencana daerah
kabupaten/kota

Total 747.494.600,00 668.523.700,00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.599.900,00 3.513.600,00
Penyediaan Makanan 245.000.000,00 245.000.000,00
Penyediaan Sandang 24.999.900,00 12.274.400,00
Penyediaan Tempat Penampungan 37.970.000.02 8.375.000,00

Pengungsi

Total

319.569.800,00

269.163.000,00

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial

1.067.064.400,00

937.686.700,00

BIPD-RI : dicetak pada 2028 09-09 10:59.44
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Lampiran VII :

KOTA GORONTALO
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KODE

URAIAN

RPJMD/RPD (Rp)

RANCANGAN APBD (Rp)

Sebelum

Sesudah

2

4

5

UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN

01

INSPEKTORAT DAERAH

01

02

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

0,00

2.215.220.850,00

1.230.120.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

06

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

06

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

0,00

5.376.094.409,00

5.257.115.355,00

URIUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DABAR

12

URIJSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

12

04

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

0,00

70.251.600,00

36.307.700,00

09

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

09

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

0.00

4.088.936.178,00

4.003.061.639,00

UNSUR KEWILAYAHAN

01

KECAMATAN

01

03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN

0,00

11.073.129.700,02

10.540.456.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BE3KAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

06

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

06

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

0,00

359.569.900,00

290.687.900,00

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

01

04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

0,00

434.655.000,00

458.511.900,00

UNSUR PENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAHAN

01

INSPEKTORAT DAERAH

01

03

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

0,00

1.806.694.400,00

741.450.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR




KODE

URAIAN

RPJMD/RPD (Rp)

RANCANGAN APBD (Rp)

Sebelum

Sesudah

2

4

5

12

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

12

01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KAEUPATEN/KOTA

0,00

4.488.883.925,00

3.949.661.808,00

UNSUR KEWILAYAHAN

01

KECAMATAN

01

02

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

0,00

3.862.656.025,0C

2.588.955.825,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

09

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

09

05

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PAMNGAN

0,00

26.003.800,00

90.192.900,00

UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

4

02

KEUANGAN

02

02

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

0,00

8.529.909.220,00

12.483.749.869,99

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

04

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

04

05

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

0,00

1.198.336.100,00

911.,222.900,00

URIJSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

18

URIJSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

18

04

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

0,00

92.983.000,00

74.228.000,00

13

URIJSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13

05

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

0,00

279.999.700,00

114.755.000,00

$IPD-AI

arcele
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Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025

KOTA GORONTALO

SINKRONISAS!I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS

DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

Tanggal . 8 September 2025

TAHUN ANGGARAN 2025
Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan
1.012.22.000020000 | | | Dinas Pendidikan 247.476.414.746,00 | 247.476.414.746,00 | 243.205.350.084,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN |~ 246.113.500.096.00 |  246.113.509.096.00 | 242.365.192.484,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 246.113.509.096,00 | 246.113.509.096,00 | 242.365.192.484,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.461.662.680,00 |  56.461.662.680,00 |  57.201.644.802,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1|01 | 02 | 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30.023.576.430,00 |  30.023.576.430,00 |  30.535.903.178,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 299.980.500,00 299.980.500,00 299.980.500,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 1101 | 02| 201 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 1101 |02 201 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 110110212011 0010 | Rehahilitasi Sedang/Rerat Ruanag Linit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah 476.100.000,00 476.100.000,00 476.100.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 646.312.556,00 646.312.556,00 646.166.600,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1| 01|02 | 2.01 | 0026 g’;g;fdiaa” Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 1.101.658.000,00 1.101.658.000,00 1.635.959.000,00
1.01222000020000 | 1|01 |02 |201] 0027 ggﬂgiﬁiﬂ”gzsuﬁfirDZigldidik dan Tenaga Kepensidharm pads -56tuen 474.945.000.00 474.945.000.00 359.527.500.00
1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.997.547.719,00 1.997.547.719,00 2.150.099.423,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 |1 |01 | 02 | 201 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.882.200.000,00 |  15.882.200.000,00 |  15.882.200.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000 1101 | 02| 201 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 875.912.200,00 875.912.200,00 866.612.200,00
11.01.2.22.0.00.02.0000 | 1| 01 | 02 [ 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar o 0,00 0,00 | 000



http://94.fi

Kode Uraian RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000 8| 01|01 | 208 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.580.000,00 195.580.000,00 195.580.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 80101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.232.500,00 97.232.500,00 105.106.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 :g?g;‘:;:g JROY ol ar i, Exnyra F ueaiisaran. dan: Fagal sentiaman 57.742.500,00 57.742.500,00 60.060.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8|01 | 01| 209 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.490.000,00 19.490.000,00 24.120.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 8|01 | 01| 209 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.926.400,00

TOTAL

1.066.762.882.603,00

1.067.120.405.496,00

1.075.466.019.838,00

WALI KOTA GORO
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Lampiran IX :
Nomor. 04 Tahun 2025

Peraturan Daerah

KOTA GORONTALO
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM

PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

Tanggal : 8 September 2025

TAHUN ANGGARAN 2025
Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Prioritas Jumish
Ne Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Program SKPD Pelaksana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Provinsi
T
Sebelum ‘Sesudah Sebelum Sesudah
Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
1 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Translormasi Pelayanan Publik Ki nan, Ketartiban DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Dulalowo Timur 7.200.000.00 7.200.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.200.000.00 7.200.000.00
dan Demokrasi
Mempﬂfkum pembangunan sumber daya manusia (SOM). sains, teknologi.
kesehatan, prestasi olahraga. kesetaraan gender. serta penguatan | Peningkatan Sumber PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
2 peran Pﬂl . pe [ nsi mdorsal dan asi 2), dan Daya Ma KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan 4.661.820.200.00 380.210.200.00 Q.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.661.820.200.00 380.210.200.00
penyandang disabilims.
R T an, | PFOGRAM PENUNJANG URUSAN
3 Memperkual Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik ) PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Wumialo 308.881.096.00 267.335.619,00 47.768.054,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 356.649.150.00 267.335.619.00
Keamanan, Ketertiban
dan i KABUPATENKOTA
Peningkatan Tata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 MarioRngdn dad des can cask s ol parkmboha Skanom, Kelola Pemerntahan. | peyuepiNTAHAN DAERAH Kelurahan Pulubala 6.030.000,00 8.040.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.030.000,00 8.040.000,00
[ ekonomi dan Keamanan, Ketertiban KABUPATENKOTA
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
Membangun dari desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN i 7
5 tman skonomi dan artasan ki i Keamanan; Kak =3 DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Lekobalo 7.200.000.00 7.200.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.200.000.00 .200.000.00
can Demokrasi
Peningkatan Tata
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Keldola Pemerintahan, PROGRAM PEMBERDAYAAN
6 ‘ekonomi dan < . Ketertit MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sipatana 15.011.000.00 11.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15.011.000,00 11.615.000,00
dan Demokrasi
Peni wari Stmbar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
7 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing o KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas Kota Utara 1.863.246.681.00 579.056.240,00 50.776.925.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.914.023.606.00 579.056.240,00
Rya M MESEHATAM MASYARAKAT
Paningkatan Tata
Memperkuat Ir Untuk g P El Dan Kelola Pemerintahan. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
8 Peiay Dasar Keamsitan, Kateriban DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Donggala 7.200.000,00 7.200.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.200.000.00 7.200.000.00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
+ PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemerintahan,
9 adadin ; Gan eanbikin s f K nan, Keterliban PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Dungingi 5.896.729.308.00 5.522.862.288.00 489.300,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.897.218.608.00 5.522 862.288.00
KABUPATEN/KOTA
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemerintahan, PROGRAM PEMBERDAYAAN
° pemerataan skonom: dan pembarantasan kermiskinan Keamanan, Ketertiban | MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Biawu 208.704.300.00 AL210500.00 QoG] 1273400000 o.00 0.0 0.00 oo 208.704.500.00 27964300109
dan Demokrasi
Melanputkan pengembangan infrastruktur dan menlrlqkallkan lapangan kerja P A
eningkatan Dinas Komunikas!.
o yang berkualitas, aan, industn kreatt | 7O, PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI | | piro dam 21a3n%m00n0n | 2 Rsa e nan nn 20 &A0 nON 00 180 A1Q 200 00 no0n 000 000 000 | 241352800000 |  2.870.127.300.00
serta mengembangkan agromaritim industr d: 5cnlra produks melalul peran Slra! = DAN KOMUNIKASI PUBLIK Parsandian
aktif koperasi. eg!
Peningkatan Tata
Memperkual reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 7 02
12 pencegahan dan pemberaniasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan Keamanan, Kelertiban MILIK DAERAH Badan Keuangan 359.076.228.00 202.647.700,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 359.076.228,00 202.647.700,00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN 1
3 Pelayanan Dasar Keamanan, Ketertban | PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK| Keluranan Pohe 83.250.000.00 51:000000.00: 0.00 0.00 000 900 000 o 8.250,000,00 B1:000.000,00:
dan Demokrasi




Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Prioritas Jumiah
No tas Pembangunan Program SKPD Pelaksana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Pigvins:
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sesudah
Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meningkatkan lapangan kerja Peningkatan Dinas Komunik
g4 || Yane barcishas; mendotong kewirmuatsan: mangembenghan oyt ieeil || kst Dasic dan || EEEOGRAM EENGELOUARN APLIASS Informatia dan 285216226000 | 3634.198.48000 |  734.037.50000 | 2.006.504.380.00 0.00 0,00 0.00 000 | 3586.199.760.00 | 5.840.702.870,00
serta mengembangkan agromarnitim industri di sentra produksi melalui peran Strategis INFORMATIKA Pofsanian
aktif koperasi.
Melanjutkan pengembangan infrasiruktur dan meningkatkan lapangan kerja Peningkatan Tala
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatit | Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN
pei agromariim ndusir i senira produksi melalu peran | Keamanan. Ketertivan | PEMEAINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kehicabun: Terllo £0/752:000,00 40.590900,00 0.00 0.00 2 o0 R — Ll B
Memperkual Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan PROGRAM PENYELENGGARAAN Kelurahan Bulotadaa
401 Pelayanan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Foris 47.164.700.00 11.714,700.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.164.700.00 11.714.700,00
Berindiain Simoer PROGRAM PENUNJANG URUSAN
402 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing i PEMERINTAHAN DAERAH BAGIAN ORGANISASI 553.239.485.00 296.723.902,00 131.986.841.00 3.419.577.00 0,00 0.00 0,00 0.00 685.226.326,00 300.143.479.00
Dxya Manusia KABUPATENKOTA
T PROGRAM PENUNJANG URUSAN
403 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Kaamanan Keteriiban PEMERINTAHAN DAERAH Sekretanat DPRD 22.878.039.873.00 17.798.053.760.00 5.705.178.00 5.705.178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.883.745.051.00 17.803.758.938.00
oan - KABUPATEN/KOTA
Dﬂ?ﬂ(ﬂuﬂli
Peningkatan Tata
M Bl . Kelola Pemenniahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN
404 F DanTi P Publik Kotmanan, Ketertiban URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kelurahan Paguyaman 38.129.400,00 11.179.400,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 38.129.400,00 11.179.400,00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
Memperkuat ar Untuk 9 al gan Ekonomi Dan Kelola Pemernintahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN " .
405 Pelayanan Dasar K nan, Kateniban PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Ipilo 80.037.000.00 62.912.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.037.000.00 62.912.000.00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Kelola Pemerintahan.
406 pemeralaan skonomi dan pemberantasan kemiskinan. Keamanar, Katertban PEMERINTAHAN DAERAH Keiurahan Lekobalo 52.139.975,00 33.103.874,00 34.135.025.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 86.275.000,00 33.103.874.00
KABUPATEN/KOTA
dan Demokrasi
Tata
i Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN
79.7 -150.000,(
407 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Translormasi Pelayanan Publik ¢ an, Ketertivan | PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK| Keturahan Paguyaman 79.725.000.00 51.150.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 '9.725.000.00 51.150.000.00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
Membangun dari desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemern PROGRAM PENYELENGGARAAN
408 pemeralaan mi dan pemberantasan kemiskinan, ¢ o Knleﬂl:an PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Libuo 98.650.000,00 66.100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.650,000.00 66.100.000,00
dan Demokrasi
Peningkatan Tata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemerintahan.
409 Demigrathan ol Gin Ptadan Kemiskinan, Keamanan, Ket h PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Molosipat U 85.132.797 .00 22.692.628,00 249.926.268,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.059.065.00 2269262800
2 KABUPATEN/KOTA
dan Demokrasi
TOTAL | 837.359.842.862,00 | 811.355.938.193,00 | 48.300.438.579,00 | 47.128.701.169,00 | 3.500.000.000,00 | B8.572.332.791,00 0,00 0,00 | 889.160.281.441,00 | B67.056.972.153,00
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Lampiran X . Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025
KOTA GORONTALO
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
ESELON NON ESELON
GOLONGAN / RUANG JUMLAH
| Il ] v v TENAGA FUNGSIONAL STAF

Golongen IV/e 4 4
Golongen IV/d 1 10 11
Golongan IV/c 21 222 1 244
Golongan IV/b 5 47 6 337 1 396
Golongan IV/a 63 22 245 9 339
Golongan lll/e

Golongan lll/d 20 223 661 119 1023
Golongan lll/c 1 100 217 96 414
Golongan lll/b 45 159 115 319
Golongan lll/a 2 146 193 341
Golongan ll/e

Golongan II/d 72 138 210
Golongan ll/c 9 75 84
Golongan Il/b 9 4 13
Golongan Il/a 1 16 17
Golongan I/e

Golongan I/d 1 1
Golongan l/'c 4 4
Golongan I/b

Golongan l/a

PPPK 859 859

WALI KOTA GORONTALO
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Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Lampiran Xl :

KOTA GORONTALO —
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
No Uraian Rincian Piutang Tahur; il:::'?gakuan Jur:;:l;:'i'u_lt_::?' :aNr?;ai Perkira_::h::n’:_rrbahan Perklra::hzinajrangan Perkir::: usna:ﬁ Akhir
1 Piutang Retribusi Jasa Ketatausahaan 2003 840.000,00 0.00 0,00 840.000,00
2 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2003 20.142.000,00 0.00 0,00 20.142.000,00
5 | e R T L F I ERRIANG ~RANA 2011 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
4 Piutang Retribusi Izin Perfilman 2014 3.403.000,00 0,00 0,00 3.403.000,00
5 Piutang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 2017 70 000 000,00 0,00 0,00 70.000.000 00
6 BAGIAN LANCAR TGR 2024 42.744.922.582,21 6.164.928.656,19 909.960.815,26 47.999.890.423,14
7 PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 2024 4.391.686.659,00 6.496.294.786,00 6.113.147.338,00 4.774.834.107,00
8 PIUTANG HASIL KERJA SAMA DAERAH 2024 13.037.869.00 21.390.818,13 12.385.669,00 22.043.018,13
9 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 2024 45.867.553,19 6.119,00 4.683.547,19 41.190.125,00
10 | Piutang Pajak Air Tanah 2024 40.079.405,00 8.854.098.00 6.792.053,00 42.141.450,00
1 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2024 18.309.416.619,00 13.176.050.173,00 11.654.969.074,00 19.830.497.718,00
12 | Piutang Pajak Hotel 2024 5.844.507,00 0,00 0,00 5.844.507,00
13 | Piutang Pajak Parkir 2024 87.324.350,00 0,00 0,00 87.324.350,00
14 | Piutang Pajak Penerangan Jalan 2024 2.037.304.794,00 2.021.406.537,00 2.037.304.794,00 2.021.406.537,00
15 | Piutang Pajak Reklame 2024 3.722.281.644,00 945.803.755,00 401.848.819,50 4.266.236.579,50
16 | Piutang Paiak Restoran 2024 §10.485.201,00 0,60 50.343.510,00 520.145.251,00
17 | PIUTANG PENDAPATAN BLUD 2024 14.111.565.821,00 0.00 14.111.565.821,00 0,00
18 | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2024 4.568.402.200,00 35.442.786.926,00 17.819.295.620,00 22.191.893.506,00
19 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2024 69.130.000,00 0.00 1.200.000,00 67.930.000,00
20 | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2024 2.475.346.600,00 2.653.380.006.00 243.019.500.00 4.885.707.100,00




Perkiraan Pengurangan

Perkiraan Saldo Akhir

No ; Tahun Pengakuan Jumlah Piutang sampai Perkiraan Penambahan
sia-incis Matang Piutang dengan Tahun N-2 Tahun N-1 Tahun N-1 Tahun N-1
Total 93.357.084.804,40 66.930.901.868,32 53.406.516.960,95 106.881.469.711,77

/

/ WALI KOTA GORONTALO

7 -

ADHAN DAMBEA




